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ABSTRAK 

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN 

PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI  

DAERAH KOTA MEDAN 

 

 

 

 

Ade Tria Febyanti Pasaribu 

Akuntansi 

Adetria23@gmail.com 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan 

dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan tahun 

2021-2023. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib 

pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame di Kota Medan yang semakin 

meningkat tetapi penerimaan yang diterima tidak memenuhi target yang 

ditetapkan.. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

dan jenis data ini adalah data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Penelitian ini bertempat di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan. Hasil analisis kontribusi menunjukan bahwa 

menunjukan bahwa penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame  tergolong 

kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota medan. 

Rendahnya kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih rendahnya kesadaran 

wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, adanya wajib pajak yang tidak 

melaporkan, serta adanya masalah finansial wajib pajak sehingga tidak dapat 

membayarkan pajaknya. 

 

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF CONTRIBUTION OF ENTERTAINMENT TAX 

REVENUE AND RECLAIMING TAX TO ORIGINAL INCOME  

MEDAN CITY REGION 

  

 

 

Ade Tria Febyanti Pasaribu 

Akuntansi 

Adetria23@gmail.com 

 
 

This research aims to analyze the contribution of Entertainment Tax and 

Advertisement Tax revenues to Original Regional Income (PAD) in Medan City in 

2021-2023. The problem that occurs in this research is the number of taxpayers on 

Entertainment Tax and Advertisement Tax in Medan City which is increasing but 

the revenue received does not meet the set targets. The research approach used is 

a descriptive approach and this type of data is qualitative data. The data analysis 

technique used in this research is descriptive analysis technique. This research took 

place at the Medan City Regional Revenue Agency. The results of the contribution 

analysis show that entertainment tax and advertising tax revenues are classified as 

very less contributing to Medan city's original regional income. The low 

contribution of Entertainment Tax and Advertisement Tax to Original Regional 

Income is caused by several factors, including the low awareness of Taxpayers to 

carry out their obligations, the existence of taxpayers who do not report, and the 

existence of financial problems for taxpayers so that they are unable to pay their 

taxes. 

 

Keywords: Contribution, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Original Regional 

Income. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber 

pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Menurut (Undang-

Undang No. 7 Tahun 2021) Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak 

didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber 

pendapatan bagi negara selain sumber daya alam dan utang luar negeri yang 

digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan pembangunan. 

 Berdasarkan penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya pajak 

dikelompokan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat yaitu 

pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Berikut jenis-jenis pajak pusat 

yang dikelola pemerintah pusat : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak yang dikelola oleh 

pemerintah daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pata 

Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. 

Pajak daerah dikelompokkan menjadi dua berdasarkan pengelolaannya , yaitu pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota, Pajak Provinsi yang dikelola pemerintah 

provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, 
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Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. 

Sedangkan, Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah & 

Bangunan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Setiap penyelenggaraan hiburan 

dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan. Objek 

Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, 

atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 

umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Reklame Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.  
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Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dalam 

kedudukan pemerintahan Kota Medan memegang peranan penting terhadap 

pembangunan, karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu 

gerbang kawasan pulau sumatera dan memberikan peluang yang sangat besar 

terhadap pembangunan di Kota Medan. Dana pembangunan tersebut diusahakan 

sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah 

daerah Kota Medan itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang 

mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan 

sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, 

pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya (Dewi & Lestari, 2019).  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Nabasa N & Riharjo, 2021). Salah satu yang menjadi sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan adalah Penerimaan Pajak Hiburan dan 

Reklame. .  

Berikut adalah data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Medan Tahun 2021-2023 : 

 

 

Tabel 1.1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan 

Tahun 2021-2023 

Tahun Target Realisasi 
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2021 2.139.239.943.474 1.906.512.189.047,29 

2022 3.050.594.560.414 2.230.554.495.746,85 

2023 3.751.632.336.388 2.442.782.732.668,50 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2024) 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

selalu tidak mencapai target tentunya hal ini tidak terlepas dari berbagai objek pajak 

yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diantara sumber Pendapatan 

Asli Daerah adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Berikut penerimaan dan 

pertumbuhan wajib pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame 

Tabel 1.2 Penerimaan dan Pertumbuhan Wajib Pajak  Pada Pajak Hiburan 

dan Pajak Reklame Kota Medan Tahun 2021-2023 

Tahun 

 

Pajak Hiburan Pajak Reklame 

Target Realisasi Jumlah 

WP 

Target Realisasi Jumlah 

WP 

2021 27.397.852.130 11.145.988.440 127 40.159.473.128 45.449.943.526 5.243 

2022 61.056.776.954 49.310.758.328 170 76.858.814.538 77.254.643.116 9.470 

2023 71.056.776.954 71.633.400.148 220 109.535.336.455 90.981.956.972 13.183 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2024)             

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan  jumlah wajib 

pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tahun 2021-2023 mengalami 

peningkatan. Menurut (Pratama et al., 2016) jumlah wajib pajak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap penerimaan pajak, karena wajib pajak merupakam elemen 
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yang sangat penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap ada 

penambahan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak 

karena semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya. 

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan  Pajak 

Hiburan tahun 2021-2022 belum mencapai target. Pada Pajak Reklame realisasi 

tahun 2023 belum mencapai target. 

Terjadinya realisasi yang tidak mencapai target menjadi permasalahan yang 

menarik bagi penulis untuk melakukan analisis kontribusi untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi dari penerimaan Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2021 sampai dengan 

tahun 2023. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan  Pajak Daerah terhadap 

besarnya Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan umum dalam kaitan penggalian 

sumber-sumber pajak daerah adalah belum memberikan kontribusi signifikan 

terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Kamaroellah, 2021).  

Berdasarkan uraian diatas serta pemikiran diatas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan 

Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka 

penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang ada adalah sebagai 

berikut:  



6 
 

 

1. Pertumbuhan wajib pajak pada Pajak Hiburan meningkat namun realisasi 

penerimaan Pajak Hiburan tahun 2021-2022 belum mencapai target. 

2. Pertumbuhan wajib pajak pada Pajak Reklame meningkat namun realisasi 

penerimaan Pajak Reklame tahun 2023 belum mencapai target. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian Identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Kontribusi Penenerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Medan tahun 2021-2023?  

2. Bagaimana Kontribusi Penenerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Medan tahun 2021-2023?  

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2021-2023. 

2. Untuk menganalisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2021-2023. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak yaitu :  
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1. Manfaat Praktis  

Dapat menjadi informasi pelengkap atau sebagai masukkan untuk pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame 

sehingga pembangunan daerah Kota Medan dapat meningkat. 

2. Manfaat Teoritis  

Dapat menjadi sumber informasi dalam pengoptimalan Pajak Daerah 

khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Penelitian ini juga dapat 

memberikan pengetahuan tentang literatur – literatur penelitian mengenai Pajak 

Hiburan dan Pajak Reklame yang dapat dijadikan sebagai referensi perluasan 

penelitian kedepannya. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 ) 

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan bahwa pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar 

besarnya kemakmuran rakyat.  

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang 

menompang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri (Sanjaya, 

2023). Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya 

digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya 

tidak langsung dirasakan oleh rakyat (Hafsah, 2017). 

Menurut Prof. Rochmat Soemitro SH dalam buku (Sihombing & 

Sibagariang, 2020) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment.”. 
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 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk 

kepentingan pemerintah dan masyarakat umum serta digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan daerah. 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak luas bagi negara 

dan masyarakat. Menurut (Hanum & Rukmini, 2023) menyatakan bahwa fungsi 

Pajak yaitu :  

1. Fungsi Budgetair  

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluara 

pengeluarannya.  

2. Fungsi Regulered  

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi Redistribusi / Pemerataan / Penyaluran Kembali. 

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak 

Dalam salah satu buku Adam Smith yang berjudul An Inquiri in to the 

Nature and Causes of Wealth of Nations (dikenal dengan The wealth of Nation) 

yang merupakan pedoman bagi setiap peraturan perpajakan dalam suatu negara, 

karena pembayar pajak dimungkinkan mau membayar pajak bila memenuhi 4 

(empat) prinsip, prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip Keseimbangan (Equality)  
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Prinsip ini berbicara tentang keadilan di mana pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan 

wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib 

pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama 

terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang 

sama.  

2. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty)  

Prinsip ini berbicara tentang semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, 

sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Kepastian 

hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-

undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum. Harus diusahakan 

supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan 

tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan 

lain. 

3. Prinsip Ketepatan Penagihan (Convenience Of Payment)  

Prinsip ini berbicara tentang pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi 

wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru 

menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Saat 

paling tepat diwujudkan dengan pemotongan atau pemungutan pajak pada 

sumbernya, artinya setiap Wajib Pajak yang menerima penghasilan, maka 

pada saat itulah pemerintah melalui pemotong pajak memotong pajak atas 

penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan.  

 

 



11 
 

 

4. Prinsip Ekonomis (Economy in Collection)  

Prinsip ini berbicara tentang biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat 

mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari 

hasil pemungutan pajak. (Sihombing & Sibagariang, 2020) 

Menurut W. J. Langen dalam buku (Wulandari & Iryanie, 2018) asas 

pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Asas daya pikul  

Berdasarkan asas ini, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan 

besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka 

semain tinggi pajak yang dibebankan.  

2. Asas Manfaat  

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat untuk kepentingan umum.  

3. Asas Kesamaan  

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dan yang lain harus 

dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlukan sama)  

4. Asas beban yang sekecil-kecilnya  

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah –rendahnya) jika 

dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib 

pajak. 

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak  

 Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan 

untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. 
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Menurut Mardiasmo dalam Jurnal (Setiawan & Gayatrie, 2018) sistem dalam 

pemungutan pajak terdiri dari:  

1. Official Assessment System 

Suatu sistem dimana besarnya pajak terutang ditentukan oleh pemerintah 

(fiskus).  

2. Self Assessment System  

Suatu sistem dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. 

3. With Holding System 

Suatu sistem dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga 

(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak). 

2.1.2 Pengelompokkan Pajak 

Pengelolaan pajak menurut lembaga pemungutnya yaitu : 

2.1.2.1 Pajak Pusat 

Pajak pusat, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang 

dan dibayar oleh pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai pemerintah pusat 

dan pembangunan (Khalimi & Iqbal, 2020). 

Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh 

pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya 

dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang 

tercakup dalam APBN (Karno & Ismail, 2021). 
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Berdasarkan pengertian diatas  pengertian pajak pusat merupakan pajak 

yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) berdasarkan undang-undang. Pajak ini berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran rutin pemerintah pusat dan pembangunan nasional yang tercakup 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat memainkan 

peran penting dalam menopang kegiatan operasional pemerintah dan 

pembangunan. 

Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). 

Penjelasan pajak-pajak pusat yang dikelola oleh DJP tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu 

Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang 

berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian 

maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, 

hadiah, dan lain sebagainya. 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean 
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(dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah 

yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan 

PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau 

Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.  

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas 

pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga 

dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang 

tergolong mewah adalah: 1) Barang tersebut bukan merupakan barang 

kebutuhan pokok; atau 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

tertentu; atau  3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan tinggi; atau 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk 

menunjukkan status; atau 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan 

dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. 

2.1.2.2 Pajak Daerah 

Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) “Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya 

kemakmuran rakyat” 

Menurut (Taluke, 2013) “Pajak daerah adalah Iuran wajib yang di lakukan 

oleh daerah kepada orang pribadi / badan tampa imbalan langsung yang seimbang 

, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku 



15 
 

 

digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah”. 

Menurut (Hanum, 2010) “Pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber 

penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara oleh karena itu memerlukan suatu 

anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat 

dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga 

realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Dispenda 

Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan lembaga pemerintahan, yang sangat 

memerlukan perencanaan dan pengawasan sehinggga seluruh target (anggaran) 

yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, dan penerimaan daerah 

meningkat sesuai dengan harapan”. 

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah 

kontribusi atau iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari individu atau 

badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak ini dipungut 

tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang kepada wajib pajak, namun hasilnya 

digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran dan pembangunan daerah demi 

kemakmuran masyarakat setempat. Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber 

utama pendapatan daerah, yang memerlukan perencanaan dan pengawasan agar 

penerimaan pajak dapat terealisasi sesuai target untuk mendukung peningkatan 

penerimaan dan pembangunan daerah. 

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah telah dibagi 

dan ditentukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun 

pembagian tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Pajak Daerah Provinsi 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat  perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, 

hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar tersebut adalah semua jenis 

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan Pajak air permukaan  

Merupakan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air 

permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak 

termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. 

e. Pajak Rokok  

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah. 

2. Pajak Daerak Kabupaten/Kota 

Adapun rincian dari beberapa jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Pajak Hotel  
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Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

b. Pajak Restoran  

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. 

c. Pajak Hiburan 

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

d. Pajak Reklame  

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan 

reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan  

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

g. Pajak Parkir  
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Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaantempat penitipan 

kendaraan bermotor. 

h. Pajak Air Tanah  

Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet  

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

2.1.3 Pajak Hiburan 
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Menurut ( Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ) Pasal 1 angka 24 dan 

25 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran. 

Menurut Siahaan dalam buku (Anggoro, 2017) “Ada beberapa terminologi 

yang perlu diketahui dalam Pajak hiburan” : 

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau yang bertindak baik untuk atas 

namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan. 

3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan 

untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan 

fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, 

karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan 

tugas pengawasan.  

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam 

bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta 

wajib pajak sebagai penukar atas pemakain dan atau pembelian jasa hiburan 

serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa 

pun juga yang dilakukan oleh WP yang berkaitan langsung dengan 

penyelenggaraan hiburan.  

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk penonton, menggunakan 
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fasilitas, atau menikmati hiburan. tanda masuk disini adalah misalnya karcis, 

tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejenisnya. 

6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang 

tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau 

pengunjung. 

2.1.3.1 Objek Pajak Hiburan  

Menurut (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016)  Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Hiburan Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dikenakan pajak 

dengan nama Pajak Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan 

hiburan dengan dipungut bayaran. Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana 

dimaksud meliputi:  

1. Tontonan film;  

2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;  

3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;  

4. Pameran;  

5. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;  

6. Sirkus, akrobat, dan sulap;  

7. Permainan bilyar, golf, bowling;  

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;  

9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan  

10. Pertandingan olah raga.  

2.1.3.2 Bukan Objek Pajak Hiburan 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Hiburan yang tidak termasuk dalam objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan 

hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam 

rangka pemikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya. 

2.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan 

 Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pajak 

Hiburan Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati 

Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan Hiburan. 

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

 Dasar pengenaan pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan adalah : 

1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara 

hiburan  

2. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara 

hiburan termasuk potongan dan harga tiket cuma – cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa hiburan. 

2.1.3.5 Tarif Pajak Hiburan 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak 
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Hiburan Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak 

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Tontonan film dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen);  

2. Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol persen);  

3. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh persen);  

4. Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal dan tradisional sebesar 0% (nol 

persen);  

5. Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan intemasional sebesar 10 

% (sepuluh persen);  

6. Permainan bilyar yang menggunakan Air Conditioner (AC) dikenakan pajak 20 

% (dua puluh persen) dan permainan bilyar yang tidak menggunakan Air 

Conditioner (AC) dikenakan pajak 15 % (lima belas persen);  

7. Pagelaran kesenian , musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional 

sebesar 0% (nol persen);  

8. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana yang berkelas nasional sebesar 

10 % (sepuluh persen);  

9. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas intemasional 

sebesar 10 % (sepuluh persen);  

10. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);  

11. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);  

12. Pertandingan olahraga yang berkelas intemasional sebesar 15 % (lima belas 

persen);  

13. Kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);  

14. Kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen): 



23 
 

 

15. Kontes kecantikan yang berkelas intemasional sebesar 10 % (sepuluh persen);  

16. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (/ttness centre) sebesar 

30 % (tiga puluh persen) ;  

17. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh 

persen); 

18. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);  

19. Pacuan kuda yang berkelas intemasional sebesar 15 % (lima belas persen); dan  

20. Pacuan kenderaan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20 % (dua 

puluh persen). 

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tariff dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, untuk perhitungan besaran 

pokok pajak hiburan yang terutang dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini: 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Yang Diterima Atau Yang 

Seharusnya Diterima Dari Hiburan 

2.1.4 Pajak Reklame 

 Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ) Pajak Reklame adalah 

pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau 

media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 

umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

 Menurut Siahaan dalam buku (Anggoro, 2017) Dalam pemungutan Pajak 

Reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui : 
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1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, digunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang,jasa,atau orang 

ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang,jasa atau orang; 

yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,dibaca,dan didengar dari suatu tempat 

oleh umum,kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.  

2. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan 

reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak 

lain yang menjadi tanggungannya. 

3. Perusahaan jasa periklanan /biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang 

periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.  

4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang 

ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame .  

5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk 

apapun,meliputi sebagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

6.  Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin 

terbatas.  

7. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disingkat SPPR 

adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan 

penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame 

sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang. 
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8. Surat kuasa untuk menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota 

perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang 

berfungsi sebagai ketetapan pajak. 

2.1.4.1 Objek Pajak Reklame 

Menurut (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011) Pajak 

Reklame,Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.  

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud meliputi: 

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;  

2. Reklame kain;  

3. Reklame melekat, stiker;  

4. Reklame selebaran;  

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;  

6. Reklame udara; 

7. Reklame apung; 

8. Reklame suara; 

9. Reklame film/slide; dan 

10. Reklame peragaan. 

 

 
2.1.4.2 Bukan Objek Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Reklame, yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:  
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1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta 

mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;  

2. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang 

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;  

3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan 

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan 

4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.  

2.1.4.3 Subjek dan wajib Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Reklame, berikut subjek dan wajib Pajak Reklame : 

1. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 

reklame.  

2. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan 

reklame. 

3.  Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi 

atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.  

4. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut 

menjadi Wajib Pajak Reklame. 

5. Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame di 

Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Walikota.  

6. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5),yang 

bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.  



27 
 

 

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan persyaratan perizinan, diatur 

dengan Peraturan Walikota. 

2.1.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Reklame  

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 

2011 Tentang Pajak Reklame dasar pengenaan Pajak Reklame adalah sebagai 

berikut  

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.  

2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak 

Reklame.  

3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan 

yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, 

jumlah dan ukuran media Reklame. 

4.  Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan 

dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

5. Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai 

Strategis Reklame.  

6. Nilai Jual reklame adalah perkaliaan antara luas/ukuran media reklame dengan 

jangka waktu dengan harga satuan reklame. 
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7. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.  

2.1.4.5 Tarif Pajak Reklame 

 Menurut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 

Tentang Pajak Reklame, Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

(dua puluh lima persen). 

 Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak 

Reklame adalah sebgai berikut : 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

   = Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame 

2.2 Pendapatan Asli Daerah  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa 

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat 

penting, karena dapat melihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai 

kegiatan dan pembangunan daerah itu sendiri sesuai dengan era saat ini yakni 

otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk orientasi 

terhadap pembangunan. Otonomi daerah merupakan hak dimana daerah wajib 

untuk turut serta melancarkan jalannya pembangunan yang harus diterima dan 
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dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat (Irsan et al., 2024). 

2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ) Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan 

Asli Daerah terdiri atas:  

a. Hasil Pajak Daerah  

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah. 

b. Hasil Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba 

bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya 

seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya sebagian 

terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.  

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

Meliputi: 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 2) Jasa 

giro; 3) Pendapatan bunga; 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap 
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mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 

2.3 Kontribusi 

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan  Pajak Daerah terhadap 

besarnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung tingkat kontribusi dapat 

digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 

 

Tabel 2.1 Kriteria Kontribusi 

Klasifikasi Kontribusi Kriteria 

0,00%-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 

 Sumber: Kemendragi No. 690.900.327, Tahun 2006 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menjadi 

acuan bagi penulis dalam penelitian ini : 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan atau Pajak Reklame 

Realisasi Penerimaan PAD
x 100 % 
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No Nama Peneliti Judul Hasil 

1 Evrida uli Sitan 

dan Minasari 

Nasution (2023) 

Analisis Pajak Parkir Dan 

Reklame Dalam Upaya 

Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Medan 

Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Medan 

Berdasarkan Penelitian 

Peranan pajak reklame sudah 

sangat efektif dan 

berpengaruh baik bagi 

pendapatan asli daerah. 

Peranan pajak parkir dinilai 

masih kurang efektif namun 

memiliki potensi kenaikan 

dari tahun ke tahun. 

Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

Masih rendahnya kesadaran 

wajib pajak dalam pelaporan 

STPD setiap bulannya. 

Masih banyak wajib pajak 

yang tidak membayar sesuai 

dengan  SKPD. Masih 

banyak parkir liar. 

Rendahnya regulasi yang 

kurang tegas terhadap wajib 

pajak. 

2 Irene Nataliaa dan 

Khoirunnisa 

Kusumaningtyas 

(2022) 

Efektivitas dan Kontribusi 

Pajak Reklame Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan penelitian 

Tingkat efektivitas 

penerimaan Pajak Reklame 

pada tahun 2015-2020 sudah 

sangat efektif, dengan rata-

rata efektivitas sebesar 

112,27%. Tingkat efektivitas 

tertinggi terjadi pada tahun 

2020 sebesar 137,65%. 

Tingginya tingkat efektivitas 

dikarenakan Pemerintah 

Daerah sudah melaksanakan 

kebijakannya dengan baik 

dan pemungutan Pajak 

Reklame sudah dilakukan 

secara efektif. 

Tingkat kontribusi 

penerimaan Pajak Reklame 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada tahun 

2015-2020 masih sangat 

kurang, karena hasilnya 

masih di bawah 10%. Hal ini 

dikarenakan kesadaran 

masyarakat mengenai Pajak 

Reklame masih kurang. 

3 Dara Rizky 

Supriadi 

Dwiatmanto 

Kontribusi Pajak Hiburan 

Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah 

(Pad) Di Kota Malang 

Berdasarkan penelitian 

kontribusi pajak hiburan 

terhadap PAD di Kota 

Malang masih belum 
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Suhartini Karjo 

(2015) 

(Studi Kasus Dinas 

Pendapatan Daerah Kota 

Malang) 

optimal, meskipun 

pemerintah daerah telah 

melakukan upaya-upaya 

untuk meningkatkannya. 

Masih terdapat potensi untuk 

meningkatkan kontribusi 

pajak hiburan yang dapat 

digali lebih maksimal oleh 

pemerintah Kota Malang. 

 

 

2.4 Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah model konseptual tentang suatu hubungan 

antara konsep – konsep atau variable – variable yang diukur melalui penelitian ini. 

Kerangka konseptual juga mengenai hubungan teori dengan berbagai macam faktor 

yang sudah di identifikasi. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah unsur 

pemerintahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan 

daerah lainnya. 

 Bapenda Medan mempunyai tugas dalam mengutip semua pajak daerah. 

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada pajak daerah khususnya Pajak 

Hiburan, dan Pajak Reklame. Pajak Hiburan dan Pajak Reklame adalah beberapa 

sumber pendapatan pajak dari daerah. 

 Peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana 

kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Kota 

Medan (PAD). 

Dari uraian diatas, maka kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat 

pada bagian berikut ini 
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      Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pajak Daerah 

Pajak Hiburan Pajak Reklame 

Kontribusi 

Pendapatan Asli 

Daerah 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengkaji data dalam bentuk 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah merupakan penelitian bukan eksperimen, 

karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya 

menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala, atau keadaan 

(Hikmawati, 2020). 

3.2 Definisi Operasional 

Adapun Definisi operasional variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kontribusi Pajak Hiburan ialah bagaimana sumbangan pajak atas 

penyelengaraan/terselengaranya hiburan terhadap besarnya pendapatan asli 

daerah.    

2. Kontribusi Pajak Reklame adalah sumbangan pajak atas penyelenggaraan 

reklame terhadap besarnya pendapatan asli daerah.memperkenalkan, atau 

memuji suatu barang, jasa, orang, atau untuk mencari perhatian umum 

kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan sehingga dapat 

dilihat, dibaca, dan atau diperdengarkan dari suatu tempat umum.  

3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, 
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retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah..  

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan data yang diambil dari 

lokasi tempat peneliti. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Medan di Jalan Jendral Besar H, Abdul Haris Nasution No, 32. Kec. Medan 

Johor. Kota Medan. Sumatera Utara. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Tabel 3.2 Waktu Penelitian 

NO Jenis 

Kegiatan 

Juli 

2024 

Agustus 

2024 

September 

2024 

Oktober  

2024 

November 

2024 

Desember 

2024 

Januari 

2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan 

Judul 

                            

2. Acc Judul                             

3. Pra Riset                             

4. Penyusunan 

Proposal 

                            

5. Bimbingan 

Proposal 

                            

6. Seminar 

Proposal 

                            

7. Riset                              

8. Sidang                             

 



36 
 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi dan wawancara. 

3.4.1 Dokumentasi 

Menurut (Hikmawati, 2020) “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang”. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan 

penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis instansi. Dokumen yang 

dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Pendapatan Daerah kota medan 

tentang penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. 

3.4.2 Wawancara 

Menurut (Sahir, 2022) “Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada 

narasumber yang sudah ditentukan”. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung 

pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Medan. 

3.5 Teknik Analsisis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu 

penelitian dengan mengumpulkan , menyusun, mengolah, dan menganalisis data 

angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga 
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dapat ditarik kesimpulan (Memah, 2015). Berikut adalah tahapan peneliti dalam 

Teknik analisis data :  

1. Mengumpulkan data-data target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan pertumbuhan wajib pajak untuk Pajak 

Hiburan dan Pajak Reklame pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.  

2. Melakukan wawancara dengan pihak BAPENDA Kota Medan yang selanjutnya 

diidentifikasi dan dianalisis data yang didapat dari wawancara penulis dengan 

pihak BAPENDA Kota Medan 

3. Melakukan analisis kontribusi dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Dan 

Pajak Reklame tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

4. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari 

pengolahan data yang sudah dilakukan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pajak 

Daerah yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kota Medan khususnya Pajak 

Hiburan, dan Pajak Reklame tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Data yang 

digunakan pada penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara yang diperoleh 

dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Dokumen yang berhasil penulis 

dapatkan disini adalah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan 

wajib pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame serta laporan Target dan 

Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. 

Selanjutnya dari data arsip dokumen yang penulis dapatkan akan dilakukan analisis 

kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari 

penerimaan pajak daerah Kota Medan , khususnya Pajak Hiburan, dan Pajak 

Reklame tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terhadap realisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. 

4.2 Analisis Data  

4.2.1 Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan  

Analisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan adalah analisis yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan 

dari penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
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Medan. Analisis kontribusi Pajak Hiburan dapat dihitung dengan cara 

membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan dengan realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. 

Rumus Kontribusi Pajak Hiburan : 

  Realisasi Pajak Hiburan 

Pendapatan Asli Daerah   

Tahun 2021 = 1.906512.189.047,29 

      11.145.988.440 

  = 0,58% 

Tahun 2022 = 2.230.554.495.746,85  

        49.310.758.328  

  = 2,21% 

Tahun 2023 = 2.442.782.732.668,50 

        71.633.400.148 

  = 2,93% 

Setelah dilakukan perhitungan seperti di atas, adapun tabel kriteria 

kontribusi adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 Kriteria Kontribusi 

x 100% 

x 100% 

x 100% 

x 100% 
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Klasifikasi Kontribusi Kriteria 

0,00%-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 

 Sumber: Kemendragi No. 690.900.327, Tahun 2006 

Dari tabel kriteria kontribusi diatas maka kontribusi Pajak Hiburan dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2021-

2023 

Tahun Realisasi Pajak 

Hiburan 

Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 

2021 11.145.988.440 1.906.512.189.047,29 0,58 % Sangat Kurang 

2022 49.310.758.328 2.230.554.495.746,85 2,21 % Sangat Kurang 

2023 71.633.400.148 2.442.782.732.668,50 2,93 % Sangat Kurang 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan tahun 2021 

sebesar 0,58%, tahun 2022 sesbesar 2,21%, dan tahun 2023 sebesar 2,93%. 

Berdasarkan kriteria kontribusi, persentase kontribusi Pajak Hiburan tahun 2021-

2023 masih dalam kriteria sangat kurang. 

4.2.2 Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Reklame  
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Analisis kontribusi penerimaan Pajak Reklame adalah analisis yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan 

dari penerimaan Pajak Reklame Kota Medan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Medan. Analisis kontribusi Pajak Reklame dapat dihitung dengan cara 

membandingkan realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Medan dengan realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. 

Rumus Kontribusi Pajak Reklame : 

  Realisasi Pajak Reklame 

Pendapatan Asli Daerah   

Tahun 2021 = 1.906512.189.047,29 

      45.449.943.526 

  = 2,38% 

Tahun 2022 = 2.230.554.495.746,85  

        77.254.643.116  

  = 3,46% 

Tahun 2023 = 2.442.782.732.668,50 

        90.981.956.972 

  = 3,72% 

Setelah dilakukan perhitungan seperti di atas, adapun tabel kriteria 

kontribusi adalah sebagai berikut : 

x 100% 

x 100% 

x 100% 

x 100% 
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Tabel 4.3 Kriteria Kontribusi 

Klasifikasi Kontribusi Kriteria 

0,00%-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 

Sumber: Kemendragi No. 690.900.327, Tahun 2006 

Dari tabel kriteria kontribusi diatas maka kontribusi Pajak Reklame dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2021-

2023 

Tahun Realisasi Pajak 

Reklame 

Realisasi PAD Persentase Kriteria 

2021 45.449.943.526 1.906.512.189.047,29 2,38 % Sangat Kurang 

2022 77.254.643.116 2.230.554.495.746,85 3,46 % Sangat Kurang 

2023 90.981.956.972 2.442.782.732.668,50 3,72 % Sangat Kurang 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Reklame tahun 2021 

sebesar 2,38%, tahun 2022 sesbesar 3,46%, dan tahun 2023 sebesar 3,72%. 

Berdasarkan kriteria kontribusi, persentase kontribusi Pajak Reklame tahun 2021-

2023 masih dalam kriteria sangat kurang. 
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4.3 Pembahasan  

4.3.1 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Medan 

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, 

besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Medan dapat dilihat dari tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Hiburan pada 

realisasi Pajak Hiburan  di tahun 2021 sebesar 11.145.988.440 dengan persentase 

kontribusinya 0,59%, pada tahun 2022 sebesar 49.310.758.328 dengan persentase 

kontribusinya 2,21%, pada tahun 2023 71.633.400.148 dengan persentase 

kontribusinya sebesar 2,93%. Jika dibandingkan dengan bisnis hiburan dari tahun 

2021-2023 sesuai dengan tabel berikut : 

Tabel 4.5 Penerimaan dan Pertumbuhan Wajib Pajak  Pada Pajak 

Hiburan Kota Medan Tahun 2021-2023 

Tahun 

 

Pajak Hiburan 

Target Realisasi Jumlah 

WP 

2021 27.397.852.130 11.145.988.440 127 

2022 61.056.776.954 49.310.758.328 170 

2023 71.056.776.954 71.633.400.148 220 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak pada Pajak 

Hiburan terus meningkat namun kontribusinya masih sangat kurang terhadap 
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Pendapatan Asli Daerah Kota Medan . Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah 

belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah melalui Pajak Hiburan sebagai 

penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Faktor yang 

menyebabkan kurang berkontribusinya Pajak Hiburan terhadap Pendapatan asli 

daerah dikarenakan adanya hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Medan dalam 

meningkatan Pajak Hiburan diantaranya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak 

segingga wajib pajak tidak membayarkan pajaknya tepat waktu dan adanya wajib 

pajak yang tidak melaporkan. Adapun upaya Badan Pendapatan Daerah Kota 

Medan dalam mencapai target Pajak Hiburan yang telah  ditentukan yaitu 

diantaranya : 

1. Membuat surat tagihan setiap bulan untuk wajib pajak yang belum 

membayar pajak 

2. Membuat surat teguran setiap bulan untuk wajib pajak yang belum melapor 

pajak 

3. Membentuk tim tunggakan pajak 

4. Memasang alat tapping box pada server wajib pajak 

5. Memberikan informasi kepada wajib pajak batas waktu pelaporan dan 

pembayaran pajak setiap bulannya melalui media sosial. 

 

 

4.3.2 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota         

Medan 
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Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, 

besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Medan dapat dilihat dari tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Reklame pada  

realisasi Pajak Reklame di tahun 2021 sebesar 45.449.943.526 dengan persentase 

kontribusinya 2,38%, pada tahun 2022 sebesar 77.254.643.116 dengan persentase 

kontribusinya 3,46%, pada tahun 2023 90.981.956.972 dengan persentase 

kontribusinya sebesar 3,72%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Pajak 

Reklame dari tahun 2021-2023 sesuai dengan tabel berikut :  

Tabel 4.5 Penerimaan dan Pertumbuhan Wajib Pajak  Pada Pajak 

Reklame Kota Medan Tahun 2021-2023 

Tahun 

 

Pajak Reklame 

Target Realisasi Jumlah 

WP 

2021 40.159.473.128 45.449.943.526 5.243 

2022 76.858.814.538 77.254.643.116 9.470 

2023 109.535.336.455 90.981.956.972 13.183 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak pada Pajak 

Reklame terus meningkat namun kontribusinya masih sangat kurang terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah 

belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah melalui Pajak Reklame 

sebagai penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Adapun faktor 
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yang mempengaruhinya adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat terhadap wajib pajak untuk melunasi pajaknya tepat pada waktunya, 

adanya masalah finansial wajib pajak sehingga tidak dapat membayarkan pajak 

reklamenya. Adapun upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam 

mencapai target Pajak Reklame yang telah  ditentukan yaitu diantaranya : 

1. Mengadakan sosialisasi tentang Pajak Reklame 

2. Menghimbau wajib pajak agar membayarkan Pajak Reklame 

3. Mengadakan Pojok Pembayaran Reklame 

4. Memberikan solusi terhadap masalah wajib pajak tentang Pajak Reklame 

misalnya ketidaksanggupan membayar dll. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN  

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kota Medan dari tahun 2021 

sampai dengan tahun 2023 dikategorikan sangat kurang berkontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. 

2. Hal yang menyebabkan rendahnya kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak 

Reklame diantaranya masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk 

melaksanakan kewajibannya. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan meningkatkan 

pengawasan terhadap wajib pajak dan tegas dalam memberi tindakan 

sebagai bentuk pembinaan dan penertiban terhadap wajib pajak yang lalai. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, 

spesifik, dan akurat baik dari data yang diperoleh maupun dari variabel yang 

akan diteliti. 
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